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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi 
antar unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan dan 
menggunakan proyek sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu 
diatur kewenangan dan tanggung jawab antar unit organisasi di lingkungan 
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan di 
bidang penganggaran dan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dengan 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar 
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), Keppres 56/P Tahun 2010, 
Permenkeu RI 184/PMK.01/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah Proyek yang telah 
mendapat alokasi dalam APBN. Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Proyek yang dibiayai melalui belanja modal rupiah murni. Penggunaan 
Proyek sebagai dasar penerbitan SBSN tidak menambah Nilai Bersih Maksimal Surat 
Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagaimana telah disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan APBN. Direktur Jenderal Pengelolaan 
Utang menyampaikan permintaan usulan Daftar Proyek yang dibutuhkan sebagai dasar 
penerbitan SBSN kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah UU tentang APBN 
disahkan. Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Utang melakukan identifikasi Proyek dalam rangka penyusunan usulan 
Daftar Proyek yang akan dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Menteri 
menetapkan Daftar Proyek yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN yang antara 
lain meliputi nama Kementerian/Lembaga, jenis, jumlah, dan lokasi Proyek, dengan 
mencantumkan nilai keseluruhan Proyek paling kurang sebesar nilai nominal SBSN 
yang diterbitkan. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan laporan 
penggunaan Proyek yang telah ditetapkan sebagai dasar penerbitan SBSN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Menteri. Menteri dapat 
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Proyek yang dijadikan sebagai 
dasar penerbitan SBSN. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan 
pemberitahuan kepada Menteri mengenai berakhirnya masa penggunaan Proyek 
sebagai dasar penerbitan SBSN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran 
dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada saat SBSN jatuh tempo. Direktur Jenderal 
Anggaran atas nama Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai 
berakhirnya masa penggunaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Kementerian/Lembaga yang proyeknya dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2011. 

 


